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RINGKASAN

Pembangunan adalah salah satu upaya atau kinerja yang dilakukan pemerintah
daerah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Jika pembangunan di
daerah dilakukan secara merata, maka kesejahteraan hidup masyarakat otomatis
meningkat dan tercapai. Untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintah, hal yang perlu dilakukan yaitu perluasan otonomi di masing-masing
daerah terutama dalam hal pelayanan dan pembangunan daerah, karena otonomi
daerah merupakan salah satu sistem yang digunakan pemerintah untuk menciptakan
kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak.
Dalam hal mengatur dan mengelola rumah tangga daerahnya sendiri, pajak
merupakan salah satu sumber pendapatannya dan juga yang berkontribusi dalam
pembangunan daerah. Untuk mensukseskan pembangunan daerah tidak lain dari
kontribusi setiap pajak daerah yang ada. Oleh karena itu daerah diharapkan mampu
meningkatkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kata kunci; pajak penerangan jalan, pajak daerah, pendapatan asli daerah,
kabupaten malang



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan adalah upaya atau kinerja yang diusahakan Pemerintah daerah

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Jika pembangunan
dilaksanakan secara merata, maka kesejahteraan hidup masyarakat akan tercapai.
Sehubungan dengan ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004, otonomi daerah dapat
diperluas agar pemerintah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola dan
mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Tanggung jawa pemerintah daerah
akan lebih besar daripada era sentralistik jika terdapat pemberian wewenang dari
pemerintah kota terhadap pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya degan lebih
baik. (Ignatius, 2010:1)

Dalam hal ini salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Otonomi juga dapat
memberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurus keuangan daerahnya
dengan baik melalui desentralisasi fiskal. Kemandirian pemerintah daerah adalah
salah satu tuntutan otonomi untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dengan lebih
bertanggungjawab dan bijak. (Agustinus, 2015)

Untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat, salah satu
sistem yang dilakukan pemerintah yaitu pelaksanaan atau pembangunan otonomi
yang terealisasi sesuai perencanaan. Untuk mencapai fungsi tersebut, salah satu hal
yang dilakukan pemerintah daerah adalah adanya dukungan dengan kemampuan
keuangan daerah yang baik. Selain perolehan bantuan dari pemerintah pusat, juga
memperoleh bantuan dari hasil daerah untuk melakukan pembangunan dan

membiayai penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya yaitu pendapatan yang



1.2

1.3

diperoleh dari hasil pajak. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang
berasal dari potensi daerah, diharapkan agar semakin mampu meningkatkan
pembangunan daerahnya sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu sumber untuk
mensukseskan pembangunan daerah tidak lain dari kontribusi setiap pajak daerah
yang ada. Salah satu pajak daerah yang mampu mengembangkan pendapatan atau
potensi daerah dan atau berkontribusi lebih banyak adalah pajak penerangan jalan.

Rumusan Masalah

Peneliti mengambil rumusan masalah dengan berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Apakah ada perkembangan kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam
meningkatkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 sampai
2019?

2. Apakah ada permasalahan kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam
meningkatkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2015 sampai
2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam
meningkatkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang
Tahun 2015 sampai 2019.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam kinerja pemungutan PPJ dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2015 sampai

2019



1.1 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1.

Pemerintah Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Bermanfaat dan berguna sebagai bahan
informasi atau evaluasi dalam perencanaan atau kebijakan dalam waktu akan
datang yang akan dipakai oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk lebih
meningkatkan kinerja dalam melakukan pemungutan PPJ dan PAD.

Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu acuan atau informasi bagi
universitas, khususnya para mahasiswa atau pembaca lainnya yang
membutuhkan informasi atau referensi yang berkaitan dengan pajak daerah
khususnya pajak penerangan jalan.

Penulis

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di
bangku kuliah kedalam objek yang sesungguhnya khususnya yaitu Pemungutan
Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Penerimaan dan Pendapatan Asli
Daerah.

Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pembaca dalam
mengembangkan wawasan dan pengetahuannya khusus yang berkaitan dengan

pajak daerah
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